
Kontrak Keria Sarna

ANTARA

BAKAI SURU DAN TENAGA KHPENDIDIKAN PRAVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

DENGAN
SMH TAHFIDU ARROBB&NI WANASABA

*o*,f#*oR 
;,f,-J,-dffi,?fJ; i,W;&f;{;#ril

TENTANG
PENOHtfl LAAN.pANA PELATIHAN PEMBH["A]ARAN MHNDAtAIvt [pM] BAGI

KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI
SMK TAHFINZ ARHOEBANI WANASABA

Pada hari ini Senin tanggal delapan brulan sernbilan tahun dua ritru dua puluh
lima (OB-O9-EOZS] diadakan Kontrak l{erJa Sarna peleksanaan pelatihan
Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Korppetens{ Suru dan Tenaga
Kependidikan antara:

1,. Nama : Muhammad Irawan Frasetyo
NIP : 1eB6O617ZO14041OO3
jahatan : Peiabat Femhuat Komitrnen ipPK)
Alatnat :ialan ffaiahmada No 173 ]emporug Baru, Kec"

Sekarhela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83tt6

Bertindak untuk dan atas narna Balai Guru dan Tenaga Kependidikan [BGTlq
Provinsi Nusa Tenggara Eiarat, I{ementerian Pendldikan Dssar dan Menengah
yairg selanJutnya dtsebut PtrHAK KESATU.

Z. Nama : HUSAIN, S. F{I

fabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : BEAK DAYA DE,SA WANASABA KEC.

WaNaSAeA KAB, LOMBOK Til\,IUR

Bertindak untuk dan atas nama peserta SMK TAHFIDZ ARROBBANI WANASABA
yang seianiutnya diseb'ut pIHAK KEDUA.

Unfuk seianiutnya FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut trAR/q, PIHAK dengan terlebih dehulu menerangkan behwa:

1". PIFIAK KESATU rnewakili unit pelaksana teknis di Iingkungan Firektorat
Jenderal Guru, Tenaga Kependidika-n dan Pentiidikan Guru selaku PPK.

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepaia/pimpinan SMK TAHFIDU ARROBBANI
WANASAEIA



Sepakat untuk rnengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan

Pembelajaran Mendalam [Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Fasal 1
Maksud dan Tujuan

{1j Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
jawab bagi PAITA PIHAK dalam mengelcla dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Gurr.;

{2} TuJuan dari Kontrak Kerja Sama i,ni sebagai }andasan hukuni bagi
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Felatihan pM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Rnang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatanr
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
h. Pemanfaatan surnber daya yaug dimiliki PARA PIHAK"

Pasal 3
Beniuk Kerja Sarna dan Sasaran

Bentuk keria sama adalah pengelolaqn dana pelaksamaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekoiah dan Guru rnelalui pendidikan dan pelatihan dengan target
Sasaran
a" Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala

sekolah dan 2 orang guru
b- Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepaia Sekolah, satu

Guru Kelas aees dan 7. Guru Keias Bawah
c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan t ol-ang Sepala

Sekoiah dan 3 gunr dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pa.sal 4
Tugas dan Tarigguftg lawab

{1J PIHAK KESATU mernpunyai tugas dan tanggung jawab;
a" men)rusun Rencana Anggaran Biaya (RABI PNBP Fungsional Pelatihan

PM bagi Kepatra Sekolah dan Guru yang terdiri dari kornponen biaya
peiatihan antara lain helania bahan, honor outprit kegiatan dan helania



jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBP Fungsional. Komponen biaya
terse but ticlak rcrmasuk btaya transp$rtast, akornodasi, dan konsunisi;
rnenyusun RAB pembiayaan di luar komponen FNBP Fungsional atas
layanan PNBF bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain
belanja konsumsi bagi peserta, pencerarnah, pengajar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomsdasi (lika diperlukan) bagi penceramah,
pengajar dan panttla, Biaya pelatfFran dl luar kornponen FN-BP

Fungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;
memhuka rekening penerinraan PNBP clatr l:ekening RPL yang
digunakaR untuk penerima&n setoran sebagairnana dimeksud pada
pasal4 ayat [1) huruf a dan b dart PIHAK KEDIJA;
melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas kornponen PNBF
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan [MP] serta proses
pencairan/pengeiolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

nlelakukan pemhayaran untuk biaya sebagairnana dimaksud pada pasal
4 ayat IIJ humf b melalui. rekening RPL;
menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Gu-rt- sesuai
d,engan struktur pragram yang telah ditetapkan;
menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terirna pombayaran
biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekoiah dan 6uru kepada plH,A.K

KEEUA;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA.; dan
Mengadmtrrlstraslkan dan ffienyxrnpan selurul'! buktt
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Felatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

[?] PIHAK KEDUA mernpunyai tugas dan tanggung jawah:
a" mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru

yang meliputi tarif FNBP Fungsional dan triaya di luar kornponen FiilBF
Fungsionai atas layanan PNBP sesuai kcxtrak kerja sama yang
disepakati oleh PAP.A PIHAK;
melakukar: per-nbayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan
Komponen di luar FNBP Fungslonal kepada FTHAK KHSATU melalul
Fendahara penerirnaar scsudl dengan pcraturdn perundang" undangan
dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP l<epada FIF{AK KESATU melalui
rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaranJ;
ruengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk
transpcrt dan penginapan peserta Pelatitran FM tragi Kepala Sekolah
dan Guru,.*e"$Eili kehutuhan kegietf,n dan ketersedlaan angsaran;
rtrenerlrta kuitarrsi tanda terima perfibayaren biaya Pelatihan FM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan
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e. rnenerirna laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Guru dari PIHAK KESATU"

Pasal 5
Pemtriayaan

{1) Sumber pemhlayaan pelaksanaan Felafihan PIUT bagl Kepala Sekolah dan
Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BSS Kinerja/ HOS
Reguler dengan ntekanisrtre PNEF yeng dikelotra oleh FIHAK KESATU;

[2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum terrnasuk akornodasi dan
transportasi peserta yang akan ditanggung oletr Dana BCIS Kinerja/ BSS

H.eguler

[3) Besaran total keseluruhan biaya Felatihan PM hagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagaimana dirnaksud pada pasal 5 ayat (2J dan ayat [3J adalah
sebesar Rp 8.712.150 fDelapan ]uta Tujutr Ratus Dua Belas Ribu Seratus
Lima Puluh Rupiah I dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya PNBP Fungrional yang akair dlsetorkan ke kas negnra sehesar
Rp 3.212.550 { Tiga }uta Dua Raius Dua Belas Lima Ratus Lima Fuluh
Rupiah )

b" Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar
Rp 5"499"600 flirurfr Juta Empat Ratus Sembllan Puluh Sembilan Ribu
Enanl Ratus Rupiah J

Pasal 6
Tata Cara Pernbayaran

i1j PIHAK KEDUA waiib membayar lunas hiaya pelaksanaan Pelatihan PM hagi
Kepala Sekolatr dan Guru dengan mekanisme PNBP fungslonal datr
komponen di luar Pf{BP fungsionai keparia PIHAK KESATU melalui transfer
ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pernbayaran : 8658170016S59?O3
Bank : fulandiri

[2) PIHAK KESATU akan melakukan peny-etoran ke kas negara melalui
rekening RPL atas komponen PNtsP Fungsional.

(3) Pembaynran sebagaimana dinnaksud pada ayct (J") dan {Z) F4enyelesaikss
Prcses Pembayaran paling lambat hari ke-3 fltiga) Sebelum IN t berjalan;

{4) FIHAK KE$ATU akan mengembalikan slsa dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru pad-a rekening RPL fiika ada) ke Kas Negara pada akhir
pelaksanaair peiatihan.



Pasal 7

Ketentuan Pajak

Pembayaran paiak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Keria Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
fangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh FARA
PIHAK sarnpa.i dengan 10 fsepuluh) hari kenja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak
kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal t0
Keadaan Kahar (Force Maieu*re)

{1j Yang dimaksud keadaan kahar {Farce Majewre} adalah peristiwa seperti:
bencana alam {gempa burni, tanah longsor, hanjir}, kebakaran, perang,
huru*hara, pcffiogokan, pemberoRtakan, dan epidemi yans sec&ra
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan"

[2) Apabila terjadi keadaan kahar fForce Majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1"J rnaka pihak yang terkena keadaan kahar iForce Maieure)
waiib memberitahukan. kepada pihak lain dlsertai surat keterangan yang
nrendukung terjadinya keadaan kahar d*ri pilrak yang berwenang"

Fasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang Hmbul akibat pelaksanaan Kontrak KerJa Sama int yang
langsung mempengaruhi pelaksanaan ltontrak Herla $arna nraka FARA pIHAK

akan menyelesaikan secara musyaw&rah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

I

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajlb diberikan
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:



P1FIAK KESATU

FGTK --Provln$l
Barat

Nusa Tenggarff

PiHAK KEDUA

S I\,TK TAH F.INf, AHR#HHANI
WANASABA

PPK

falan Gajahmada No 173
Baru, Kec. Sekarbela, KCIta
No Teip [0370J 6?0870
Surel

HUSAIN, S.HI
K{RAN'S ASEM
DAYA KEC.
TOMBOK TIMUR
083849454576

DESA WANA$AB.A.
\trANASABA.KAB.

tempong
IVIataram

b gtkrrth @ kemen dikdasrn en. go.i d

Setiap perubahan dan penggantian
diheritahu-kan secara tertulis oleh

dari alamat-alamat Eersebut di atas, wajib
pihak yang satu kepada pihak yang lain.
Pasal 1-3

Lain-lain
(X) PARA PIHAK harus ffremasrikan Jumlah B*serra $asaraR yang akan

mengikuti Felatihan PM"
[2) Apabila sasaran yangmengikuti Pelatihan PM belkurang dari target dengan

alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara,
rnaka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat
dikemhalikan dan diakui sehagai pendepatan Negara,

Pasal 14
Penutup

I{ontrak Keria Sama ini dibuat rangkap 2 {dua) asli pada kertas bermeterai
cukup, masing-masing tertuiis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama bagi PARA PIHAK.

Canftanrlrav 2l\?EJL,IJLUITIU+I LVA.'

PIHAK KESATII

Muhammad lrawan rPraset5ro

NIP19ffi 6061 7e01404 1003


